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PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI NOMOR
23/PER/M.KOMINFO/11/2011 TENTANG RENCANA INDUK
(MASTERPLAN) FREKUENSI RADIO UNTUK KEPERLUAN TELEVISI
SIARAN DIGITAL TERESTRIAL PADA PITA FREKUENSI RADIO 478 — 694 MHZ

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penerapan teknologi dalam
penyelenggaraan penyiaran televisi digital yang
menggunakan spektrum frekuensi radio secara
terestrial untuk penerimaan tetap tidak berbayar (Free
To Air), dipandang perlu dilakukan penataan kembali
untuk penggunaan frekuensi radio pada band IV dan
band V Ultra High Frequency (UHF) secara tertib, efektif
dan efisien sesuai dengan ketentuan nasional dan
internasional,

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan
Menteri Komunikasi dan Informatika tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan
Informatika Nomor 23/PER/M.KOMINFO/11/2011
tentang Rencana Induk (Masterplan) Frekuensi Radio
Untuk Keperluan Televisi Siaran Digital Terestrial Pada
Pita Frekuensi Radio 478 — 694 MHz;
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Mengingat

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang
Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 154 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3881);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang
Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 139 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4252);

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3980);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang
Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit
Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3981);

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden
Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan
Organisasi Kementerian Negara,;

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara
serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon |
Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara
serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon |
Kementerian Negara;

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 76 Tahun
2003 tentang Rencana Induk (Masterplan) Frekuensi
Radio Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus Untuk
Keperluan Televisi Siaran Analog Pada Pita Ultra High
Frequency (UHF) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor
12/PER/M.KOMINFO/02/20009;
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8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
Nomor  29/PER/M.KOMINFO/07/2009  tentang
Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Komunikasi dan Informatika Nomor
25/PER/M.KOMINFO/12/2010;

9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
Nomor  17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi
dan Informatika;

10.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
Nomor 15/PER/M.KOMINFO/7/2011 tentang
Penyesuaian Kata Sebutan Pada Sejumlah
Keputusan dan/atau Peraturan Menteri Komunikasi
dan Informatika Yang Mengatur Materi Muatan
Khusus di Bidang Pos dan Telekomunikasi serta
Keputusan dan/atau Peraturan Direktur Jenderal
Pos dan Telekomunikasi;

11.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
Nomor  22/PER/M.KOMINFO/11/2011  tentang
Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terestrial
Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (Free To Air);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR
23/PER/M.KOMINFO/ 11/2011 TENTANG RENCANA
INDUK (MASTERPLAN) FREKUENSI RADIO UNTUK
KEPERLUAN TELEVISI SIARAN DIGITAL TERESTRIAL
PADA PITA FREKUENSI RADIO 478 - 694 MHz.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Nomor
23/PER/M.KOMINFO/11/2011 tentang Rencana Induk (Masterplan)
Frekuensi Radio Untuk Keperluan Televisi Siaran Digital Terestrial Pada
Pita Frekuensi Radio 478-694 MHz diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 8

(1) Kanal 46 (670-678 MHz), kanal 47 ( 678-686 MHz) dan kanal 48
(686-694 MHz) dicadangkan untuk penyiaran televisi siaran
digital terestrial penerimaan tetap tidak berbayar (Free to air).
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(2)

(3)

Penggunaan kanal cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) wajib berpegang pada prinsip penggunaan frekuensi radio
secara tertib, efektif, dan efesien sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Kententuan lebih lanjut mengenai penggunaan kanal cadangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
Keputusan Menteri.

2. Ketentuan dalam Lampiran | diubah sehingga berbunyi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran | yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

3. Ketentuan dalam Lampiran Il huruf K diubah sehingga berbunyi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Il yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal Il

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Maret 2013

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,

TIFATUL SEMBIRING

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Maret 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN
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